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Abstract
The title of this research is: “The Equal Trearment of Parties in the Proceedings 
of the Business Competition Dupervisory Commission in the Perspective of 
Indonesia Procedural Law Courts. The Right to equal treatment also contains 
in the principle of hearing the opinions or arguments of other parties before the 
judge handed down the verdict; it must be carried out in the litigation. The unequal 
position of the parties in the hearing of the Business Competition Supervisory 
Commission will cause problems in seeking justice. What is the position of 
decision of the Business Competition Supervisory Commission in terms of the 
legal system of justice in Indonesia ?; and What is the legal protection against 
the reported party, when he/she is not getting the right to equality of treatment 
in the proceedings in the KPPU?.The research was a normative legal research 
that consisted of research on the systeamtics of law, the synchronization of law, 
legal history. Which resulted from the confict of law governing the legal status 
of the KPPU decision; and the void of law in the way of the litingants in the 
litigation procedure of KPPU.The results of this research showed that (1) The 
Legal position of Business Competition Supervisory Commission’s decision in 
the law of court procedure is that the decision of KPPU as a quasi judicial 
decision of which the law procedure is made on its own that is called Case 
Handing Procedures at the KPPU; in addition to the Law of Civil Procedure 
Code. (2) The from of legal protection for businesses as the reported party could 
be sacrificed because of the absence of clear rules regarding the from of the 
formulation of legal protection in the proceedings of the on the unequality of 
treatment of the reported party. 

Keywords: Equal treatment, Quasi-judicial, Court Procedure.

Abstrak
Judul penel�t�an �n� adalah: “Kedudukan Para P�hak Dalam Beracara D� Kom�s� 
Pengawas Persa�ngan Usaha ( KPPU ) Dalam Perspekt�f Hukum Acara Perad�lan 
Indones�a. Hak atas perlakuan yang sama  mengandung pr�ns�p mendengarkan 
juga pendapat  atau argumentas� p�hak yang la�nnya sebelum hak�m menjatuhkan 
putusan, waj�b d�laksanakan dalam berpekara. T�dak se�mbangnya pos�s� dar� 
p�hak-p�hak yang berperkara dalam pers�dangan KPPU akan men�mbulkan 
masalah dalam mencar� kead�lan. Baga�mana kedudukan Putusan Kom�s� 
1 Art�kel �n� merupakan karya �lm�ah mahas�swa pada Program Stud� Mag�ster (S2) Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Un�vers�tas Udayana dan mengucapkan ter�makas�h kepada Dr. I Wayan W�ryawan, 
SH.,MH dan Dr. Putu Tun� Cakabawa Landra, SH.,M.Hum selaku Pemb�mb�ng Tes�s.
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Pengawas Persa�ngan Usaha d�t�njau dar� s�stem hukum acara perad�lan d� 
Indones�a?; serta baga�manakah bentuk perl�ndungan hukum terhadap terlapor, 
apab�la terlapor t�dak mendapatkan hak atas persamaan perlakuan dalam 
beracara d� KPPU? Jen�s penel�t�an �n� adalah penel�t�an hukum normat�f 
mencakup penel�t�an terhadap s�stemat�ka hukum, s�nkron�sas� hukum, sejarah 
hukum, yang beranjak dari konflik norma yang mengatur mengenai Kedudukan 
hukum putusan KPPU; dan norma kosong dalam tata cara berperkara d� KPPU.
Has�l penel�t�an �n� menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum putusan Kom�s� 
Pengawas Persa�ngan Usaha dalam hukum acara perad�lan adalah putusan 
Kom�s� Pengawas Persa�ngan Usaha sebaga� putusan quasi judicial dengan 
hukum acara yang d�buat send�r� yang d�sebut Tata Cara Penanganan Perkara 
d� KPPU; d�samp�ng K�tab Undang – Undang Hukum Acara Perdata. (2) 
Bentuk perl�ndungan hukum bag� pelaku usaha sebaga� terlapor mas�h belum 
d�atur secara tegas seh�ngga mengandung potens� bahwa p�hak terlapor dapat 
d�korbankan karena ket�adaan aturan yang jelas mengena� bentuk formulas� 
perl�ndungan hukum dalam beracara d� KPPU atas d� korbankannya hak atas 
persamaan perlakuan dar� terlapor.

Kata kunc� : Perlakuan yang sama, Quas� jud�c�al, Acara Perad�lan.

usaha satu dengan pelaku usaha 
yang la�nnya; kepast�an hukum dan 
kead�lan; pertumbuhan ekonom� dan 
penegakan hukum; n�la� ekonom� dan 
n�la� sos�al beserta kese�mbangan asas 
legal�tas formal dan mater�al.Menurut 
Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999 
menyatakan bahwa :
 Pelaku Usaha adalah set�ap orang 

perorangan atau badan hukum 
atau bukan badan hukum yang 
d�d�r�kan dan berkedudukan 
atau melakukan keg�atan 
dalam w�layah hukum negara 
Republ�k Indones�a, ba�k send�r� 
maupun bersama – sama melalu� 
perjanj�an, menyelenggarakan 
berbaga� keg�atan usaha dalam 
b�dang ekonom�. 

UU No. 5 Tahun 1999 juga 
mengatur hal form�l dalam penyelesa�an 
perkara d� Kom�s� Pengawas 

I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang

S�stem perekonom�an pasar 
bebas yang terjad� saat �n� t�dak b�sa 
d� h�ndarkan dar� adanya persa�ngan, 
ba�k persa�ngan yang sehat , maupun 
persa�ngan yang t�dak sehat; ba�k d� 
dalam neger� maupun global.Keg�atan 
ekonom� pada dasarnya merupakan 
suatu keg�atan yang bers�fat s�multan, 
komprehens�f dan terus – menerus.3

Penataan ekonom� d� Indones�a 
d� tanda� dengan d�undangkannya UU 
No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan 
Praktek Monopol� dan Persa�ngan 
Usaha T�dak Sehat.UU No. 5 Tahun 
1999 yang berasaskan demokras� 
ekonom� dan berasaskan kese�mbangan 
kepent�ngan antara pelaku usaha 
dengan kepent�ngan umum; pelaku 
3 Sr� Redjek� Hartono, 2007, Hukum Ekonomi 

Indonesia. Bayumed�a Publ�sh�ng, Malang, 
hlm. 119.
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Persa�ngan Usaha (selanjutnya d�sebut 
KPPU) untuk melakukan pemer�ksaan, 
penuntutan, konsultas�, mengad�l� dan 
memutus perkara. Dalam proses hukum 
�n� KPPU memegang kewenangan 
tr�bunal yakn� KPPU memegang peran 
sebaga� �nvet�gator (investigative 
function), peny�d�k, pemer�ksa, 
penuntut (prosecuting function), dan 
pemutus (adjudication function). 4

KPPU merupakan badan yang 
bertugas mengawas� pelaksanaan UU 
No. 5 Tahun 1999.KPPU mem�l�k� 
kewenangan untuk melakukan 
pemer�ksaan terhadap para pelaku 
usaha, saks� – saks� maupun p�hak 
la�nnya; ba�k karena adanya laporan 
maupun t�dak. Tata Cara penanganan 
perkara d� KPPU ya�tu mula� dar� 
baga�mana suatu kasus tersebut 
dapat d�kategor�kan menjad� kasus 
persa�ngan usaha dan d�sel�d�k� oleh 
KPPU sampa� pada putusan KPPU.
UU No. 5 Tahun 1999 mem�l�k� 
kekurangan yang sangat fundamental 
dalam hal pengaturan hukum 
acara; untuk meng�s� kekosongan 
hukum tersebutpada tahun 2003 d� 
keluarkannya Perma No. 1 Tahun 2003 
tentang Tata Cara Pengajuan Upaya 
Hukum.5

 Hukum acara yang 
d�pergunakan untuk acara persa�ngan 

4 Susant� Ad� Nugroho, 2010, Acara Pemer�ksaan 
Perkara Persaingan Usaha, dalam Litigasi 
Persaingan Usaha, CFISEL, Tangerang, hlm. 
178. 

5 S�g�t Handoyo Subag�ono, Tinjauan Yuridis 
Terhadap Kewenangan Luar Biasa Komisi 
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam 
Memberikan Putusan.

usaha d� KPPU d� tentukan send�r� 
oleh KPPU.

 Dalam  hal pelaku usaha t�dak 
puas dengan apa yang telah d�putuskan 
oleh KPPU maka keberatan atas putusan 
tersebut dapat d�ajukan ke Pengad�lan 
Neger� karena UU No. 5 Tahun 1999  
telah secara tegas mengatur bahwa 
upaya hukum yang dapat d�lakukan 
oleh pelaku usaha pasca putusan 
KPPU adalah upaya hukum keberatan 
yang oleh UU menunjuk Pengad�lan 
Neger� sebaga� penyelenggara.6

Permasalahan yang terjad� 
dalam hal ini yaitu terjadinya konflik 
norma antara ketentuan Pasal 44 ayat 
(2) UU No. 5 Tahun 1999 dengan 
hukum acara pada proses perad�lan 
secara umumnya. Dalam UU No. 5 
Tahun 1999 member�kan kedudukan 
Pengad�lan Neger� sebaga� pengad�lan 
sepert� pengad�lan t�ngkat band�ng 
bag� pelaku usaha yang merasa 
keberatan atas putusan yang d�ajukan 
oleh KPPU, padahal pada hukum acara 
secara umum yang berlaku d� perad�lan 
ya�tu pemer�ksaan t�ngkat pertama 
d�lakukan oleh Pengad�lan Neger�, 
lalu keberatan atas putusan Pengad�lan 
Neger� kemud�an dapat d�ajukan oleh 
p�hak yang keberatan pada Pengad�lan 
T�ngkat II ya�tu mengajukan band�ng 
pada Pengad�lan T�ngg�, h�ngga upaya 
hukum kasas� dengan mengajukannya 
pada Mahkamah Agung. Ketentuan 
dalam UU No. 5 Tahun 1999 tentunya 
mengalami konflik dengan aturan 
6 J�mlyAssh�d�dq�e, 2007, Pokok – Pokok Hukum 

Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, BIP 
Gramed�a, Jakarta, hlm. 526. 
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dalam tata urutan pengajuan upaya 
hukum dalam s�stem perad�lan secara 
umumnya.

 Permasalahan la�n yang 
d�hadap� ya�tu t�dak se�mbangnya 
pos�s� dar� p�hak-p�hak yang berperkara  
apab�la pelaku usaha mengajukan 
keberatan atas putusan yang telah 
d�jatuhkan oleh KPPU. KPPU sebaga� 
sebuah lembaga �ndependen yang 
terlepas dar� pengaruh dan kekuasaan 
pemer�ntah dan bertanggung jawab 
kepada Pres�den, kemud�an melawan 
p�hak pelaku usaha sebaga� p�hak 
yang mengajukan keberatan tentunya 
terl�hat pos�s� yang t�dak se�mbang 
antara para p�hak.

Berdasarkan latar belakang 
tersebut d� atas, maka jurnal �n� 
mengangkat judul “ Kedudukan Para 
P�hak Dalam Berperkara d� KPPU 
Dalam Perspekt�f Hukum Acara 
Perad�lan Indones�a”. 

2.  Perumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah 

yang dapat d�tar�k berdasarkan latar 
belakang d� atas ya�tu :
1. Baga�mana kedudukan Putusan 

KPPU d�t�njau dar� s�stem hukum 
acara perad�lan Indones�a? 

2. Baga�manakah bentuk 
perl�ndungan hukum terhadap 
terlapor, yang t�dak mendapatkan 
hak atas persamaan perlakuan 
dalam beracara d� KPPU?.

3. Tujuan Penelitian
Tujuan penul�san jurnal �n� 

d�bag� menjad� dua ya�tu tujuan umum 
dan tujuan khusus:

Secara umum bertujuan untuk 
pengembangan �lmu hukum yang 
terka�t dengan hukum acara d� KPPU.
Sedangkan yang menjad� tujuan 
khusus adalah :
1. Untuk mendeskr�ps�kan dan 

melakukan anal�s�s secara 
mendalam mengena� kedudukan 
Putusan KPPU d�t�njau dar� 
s�stem hukum acara perad�lan d� 
Indones�a.

2. Untuk mend�skr�ps�kan dan 
melakukan anal�s�s secara 
mendalam tentang jam�nan 
perl�ndungan hukum terhadap 
terlapor, maupun konsekuens� 
yur�d�s terhadap KPPU, yang 
t�dak mendapatkan hak atas 
persamaan perlakuan dalam 
beracara d� KPPU maupun 
dalam pengajuan upaya hukum 
keberatan putusan KPPU. 

II. METODE PENELITIAN
2.1. Jenis Penelitian 

Jen�s penel�t�an yang d�gunakan 
dalam penel�t�an jurnal �n� ya�tu 
penel�t�an hukum normat�f, berangkat 
dari terjadinya konflik norma yang 
mengatur mengena� upaya hukum 
yang d�lakukan atas keberatan terhadap 
putusan KPPU d�mana upaya hukum 
keberatan d�ajukan kepada Pengad�lan 
Neger�, hal �n� tentunya menjad� 
konflik norma karena pada hukum 
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acara ba�k p�dana maupun perdata, 
upaya hukum keberatan d�ajukan 
secara band�ng ke Pengad�lan T�ngg� 
dan Kasas� pada Mahkamah Agung. 
Penel�t�an hukum normat�f ya�tu 
penel�t�an yang d�lakukan dengan cara 
menel�t� bahan pustaka atau bahan 
sekunder belaka.7Penel�t�an hukum 
normat�fmenvakup penel�t�an terhadap 
s�stemat�ka hukum, penel�t�an terhadap 
taraf s�nkron�sas� hukum, penel�t�an 
sejarah hukum dan penel�t�an 
perband�ngan hukum.8

2.2. Jenis Pendekatan 
Jen�s Pendekatan yang 

d�pergunakan dalam penul�san jurnal 
�n� adalah: Dalam penul�san jurnal �n�, 
agar mendapatkan has�l yang �lm�ah, 
serta dapat d�pertahankan secara 
�lm�ah, maka masalah dalam penel�t�an 
�n� akan d�bahas menggunakan jen�s 
pendekatan perundang I undangan 
(Status Approach) pendekatan anal�t�s 
(Analytical Approach) dan pendekatan 
konsep (Conseptual Approach).9

2.3. Sumber Bahan hukum 
Sumber bahan hukum mel�put�: 

bahan hukum pr�mer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum ters�er. 

7 Soejono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2006, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 
Singkat, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.13-14.

8 Soejono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian 
Hukum, UI Press, Jakarta, (selanjutnya d�sebut 
Soejono Soekanto II ), hlm. 51.

9 Soejono Soekanto dan Sr� Mamudj�, 2009, 
Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjuan 
Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm.13.

Bahan hukum pr�mer yang 
d�maksud terd�r� dar�: 
a. Undang – Undang Dasar Negara 

Republ�k Indones�a Tahun 
1945.

b. Undang – Undang No. 5 Tahun 
1999 tentang Larangan Praktek 
Monopol� dan Persa�ngan Usaha 
T�dak Sehat. (Lembaran Negara 
Republ�k Indones�a Tahun 1999 
Nomor 33);

c. Undang – Undang No. 18 
Tahun 2003 tentang Advokat 
(Lembaran Negara Republ�k 
Indones�a Tahun 2003 Nomor 
49); 

d. Peraturan Kom�s� Pengawas 
Persa�ngan Usaha No. 1 
Tahun 2006 tentang Tata Cara 
Penanganan Perkara d� KPPU;
Bahan hukum sekunder ya�tu 

berupa semua publ�kas� tentang hukum 
yang bukan merupakan dokumen 
– dokumen resm�. Publ�kas� mel�put� 
: buku – buku, teks, kamus – kamus, 
jurnal – jurnal hukum, dan komentar – 
komentar atas putusan. Bahan – bahan 
hukum sekunder yang berupa buku – 
buku hukum �n� harus relevan dengan 
top�c penel�t�an.10

Bahan hukum ters�er yang 
d�pergunakan dalam penel�t�an jurnal 
�n� merupakan petunjuk terhadap bahan 
hukum sekunder ya�tu berupa kamus 
dan ens�kloped�.11Adapun kamus yang 
d�pergunakan berupa kamus hukum, 
dan juga kamus bahasa.
10 Soejono Soekanto dan Sr� Mamudj�, Op.cit, 

hlm. 13-14.
11 Bambang Waluyo, 2002, Penelitian Dalam 

Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 23.
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2.4. Teknik Pengumpulan Bahan 
Hukum 
Pengumpulan bahan hukum 

d�lakukan dengan tehn�k stud� dokumen 
terhadap peraturan – peraturan, buku – 
buku yang mempunya� hubunganerat 
dengan permasalahan.

2.5. Tehnik Analisis Bahan 
Hukum 
Anal�s�s bahan hukum d�lakukan 

dengan menggambarkan masalah, 
menjelaskan, mengkaj�, member�kan 
argumentas� dan has�l evaluas� tersebut, 
seh�ngga d� dapat kes�mpulandar� 
persoalan yang d�tel�t�.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1. Kedudukan Putusan Komisi 

Pengawasan Persaingan Usaha 
Dalam Sistem Hukum Acara 
Peradilan Indonesia 
Putusan KPPU sebaga�mana 

d�atur dalam Peraturan Mahkamah 
Agung RI No. 3 Tahun 2003 tentang 
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum 
Keberatan terhadap Putusan KPPU ( 
selanjutnya d�sebut Perma No. 3 Tahun 
2003 ), menurut ketentuan yang d�atur 
dalam Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 
2003 d�nyatakan : 
 Putusan atau Penetapan 

KPPU mengena� pelanggaran 
Undang – Undang Larangan 
PraktekMonopol� dan 
Persa�ngan Usaha T�dak 
Sehat, t�dak termasuk sebaga� 
Keputusan Tata Usaha Negara 
sebaga�mana d�maksud dalam 
Undang – Undang No. 5 Tahun 

1986 sebaga�mana telah d�ubah 
dengan Undang – Undang Nomor 
9 Tahun 2004 tentang Perubahan 
atas Undang – Undang Nomor 5 
Tahun 1986 tentang Perad�lan 
Tata Usaha Negara. 

Putusan KPPU merupakan salah 
satu sumber pent�ng dalam Hukum 
Persa�ngan Usaha d� tanah a�r.Putusan 
dalam rangka penc�ptaan l�ngkungan 
persa�ngan usaha yang sehat dalam 
bentuk men�mbulkan efek jera menjad� 
bag�an dar� proses penegakan yang 
sejat�nya t�dak bertentangan dengan 
UU yang berlaku. Sebaga� negara 
hukum (rechstaat) yang menjunjung 
t�ngg� hukum (the law is supreme), 
proses pembuatan putusan dengan 
send�r�nya harus d�dasarkan pada the 
right to dues process of law. Konsep 
due process d�ka�tkan dengan landasan 
menjunjung t�ngg� “supremas� hukum”, 
dalam menangan� kasus-kasus 
persa�ngan harus berdasarkan pada 
pr�ns�p “perlakuan” dan dengan “cara 
yang jujur” (fair manner) dan “benar”. 
Proses d� mana semua p�hak yang 
berperkara d�sel�d�k� dan d�per�ksa. 
Oleh karenanya, wajar j�ka ketentuan 
bahwa set�ap putusan kom�s� yang 
telah mempunya� kekuatan hukum 
tetap harus d�m�ntakan penetapan 
eksekus� dar� Pengad�lan Neger�, hal 
�n� dapat d�art�kan bahwa kekuatan dan 
pelaksanaan putusan tersebut berada d� 
bawah pengawasan Ketua Pengad�lan 
Neger�.12

12 Sukarm�, Op.cit, hlm.2.
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KPPU sebaga� lembaga yang 
berwenang memutus perkara terka�t 
dengan monopol� dan persa�ngan 
usaha t�dak sehat dengan member�kan 
sanks� adm�n�strat�f atau putusan 
kepada pelaku usaha yang d�n�la� dapat 
merug�kan masyarakat dan pelaku 
usaha la�nnya.

Keputusan yang d�has�lkan KPPU 
bersifat mengikat, tetapi tidak final sebab 
mas�h d�mungk�nkan kepada p�hak 
terlapor untuk mengajukan keberatan 
atas putusan KPPU kepada pengad�lan 
neger� tempat terlapor berdom�s�l�, 
bahkan proses hukum �n� juga dapat 
berlangsung h�ngga t�ngkat Mahkamah 
Agung. Proses �n� menunjukkan 
bahwa terdapat fungs� kontrol yang 
ber�mbang tetap d�lakukandalam 
meng�mplementas�kan penegakan 
hukum persa�ngan usaha. Tugas dar� 
KPPU dalam menyelesa�kan perkara 
dan membuat putusan atau von�s 
menunjukkan bahwa kedudukan 
KPPU dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya untuk mengatas� praktek 
monopol� dan persa�ngan usaha t�dak 
sehat sudah sangat terukur.

Putusan KPPU bukan merupakan 
Keputusan TUN menurut UU No. 
5 Tahun 1986.Ketentuan tersebut 
menegaskan bahwa Putusan KPPU 
bukanlah obyek perkara d� Perad�lan 
TUN.

KPPU sebaga� lembaga Quasi 
Judicial dalam art� luas dapat d�l�hat 
dalam ka�tannya dengan tugas dan 
kewenangannya untuk memer�ksa, 
men�la�, memutus, menetapkan 

kerug�an dan member�kan sanks� 
adm�n�strat�f dalam proses pembukt�an 
dengan degaan pelanggaran kasus 
persa�ngan usaha; sebaga�mana d�atur 
dalam Pasal 35 UU No. 5 Tahun 
1999.

3.2. Bentuk PerlindunganHukum 
Terhadap Terlapor, Yang 
Tidak Mendapatkan Hak Atas 
Persamaan Perlakuan Dalam 
Beracara Di KPPU
Proses beracara dalam 

pers�dangan secara umum yang berlaku 
dalam s�dang perkara perdata, p�dana 
maupun TUN dalam pers�dangan terd�r� 
dar� t�ga p�hak ya�tu antara penggugat, 
tergugat, dan Majel�s Hak�m. Namun 
d� dalam perkara persa�ngan usaha, 
dalam beracara hanya mel�batkan dua 
p�hak ya�tu antara KPPU dengan p�hak 
Pelaku Usaha sebaga� Terlapor.Hukum 
persa�ngan usaha bers�fat publ�k; 
antara terlapor dengan p�hak KPPU 
harus d�ber�kan pors� yang se�mbang 
dalam proses beracara d� KPPU; ba�k 
dalam proses sebelum s�dang maupun 
dalam pers�dangan; seh�ngga asas 
audietalterapartem dan due prosess of 
law tercapa� dengan ba�k. 

KPPU menurut Pasal 36 huruf J 
UU No. 5 Tahun 1999 juga mem�l�k� 
kewenangan untuk memutuskan dan 
menetapkan ada atau t�dak adanya 
kerug�an d� p�hak pelaku usaha la�n atau 
masyarakat, berdasarkan kewenagan 
�n� KPPU hanya mempunya� 
kewenagan memutus dan menetapkan 
ada atau t�dak adanya kerug�an, KPPU 
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t�dak mem�l�k� kewenangan untuk 
menjatuhkan saks� gant� rug� untuk 
pelaku usaha yang d�rug�kan. Ketentuan 
�n� menunjukkan secara jelas bahwa 
KPPU bukan merupakan bag�an dar� 
kekuasaan kehak�man. Pelaku usaha 
yang d�rug�kan secara mater�al sebaga� 
ak�bat adanya pelanggaran atas UU No. 
5 Tahun 1999 yang sudah d�putuskan 
KPPU dapat menuntut haknya melalu� 
prosedur hukum acara perdata b�asa 
dengan gugatan perdata ke Pengad�lan 
Neger�. Putusan KPPU menjad� alat 
bukt� permulaan adanya perbuatan 
yang bers�fat melawan hukum yang 
merug�kan pelaku usaha la�nnya atau 
masyarakat.

Pelaksanaan putusan adm�n�stras� 
t�dak dapat d�paksakan, karena t�dak 
mem�l�k� t�tle eksekutor�al, putusan 
adm�n�stras� hanya dapat d�laksakan 
dengan �t�kad ba�k. Dalam UU No.5 
Tahun 1999 secara tegas d�nyatakan 
dalam ketentuan Pasal 44 ayat (4) 
bahwa “dalam hal pelaku usaha t�dak 
menyampa�kan keberatan dan t�dak 
melaksanakan putusan KPPU, maka 
Kom�s� menyerahkan putusan tersebut 
kepada peny�d�k untuk d�lakukan 
peny�d�kan dan putusan KPPU 
hanya merupakan bukt� permulaan 
untuk d�lakukan peny�d�kan” (Pasal 
44 ayat 5). Ketentuan Pasal 44 ayat 
(4) dan ayat (5) menunjukkan juga 
bawa KPPU t�dak dapat melakukan 
upaya paksa pelaksanaan atas putusan 
adm�n�strat�fnya. Dalam hal putusan 
KPPU t�dak d�laksanakan dengan 
�t�kad ba�k oleh pelaku usaha yang 

d�nyatakan melanggar UU No. 5 Tahun 
1999, seharusnya KPPU menempuh 
prosedur gugatan adm�n�tras� Negara, 
KPPU sebaga� p�hak yang mewak�l� 
kepent�ngan Negara atau masyarakat. 
Dalam kontek �n� karena putusan 
KPPU merupakan putusan adm�n�stras� 
maka pelaksanaannyapun hanya dapat 
d�laksanakan berdasarkan putusan 
pengad�lan menurut prosedur hukum 
Acara PTUN.

Keberatan adalah upaya hukum 
bag� pelaku usaha yang t�dak mener�ma 
putusan KPPU, sebaga�mana tercantum 
dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No. 
3 Tahun 2005 yang menurut Pasal 
�n� bahwa “keberatan hanya dapat 
d�ajukan terhadap Putusan KPPU, 
tetap� terhadap penetapan KPPU t�dak 
dapat d�ajukan upaya keberatan’. 
Keberatan terhadap Putusan KPPU 
d�ajukan oleh Terlapor (pelaku usaha) 
kepada Pengad�lan Neger� d� tempat 
kedudukan hukum terlapor tersebut 
art�nya bahwa terlapor d�ber� hak 
untuk mengajukan upaya hukum 
dengan mengajukan keberatan melalu� 
Pengad�lan Neger� yang berwenang 
untuk �tu.13

Terlapor dapat mengajukan 
keberatan terhadap putusan KPPU 
dalam kurun waktu 14 (empat belas) 
har� sejak d�ter�manya Pet�kan Putusan 
Kom�s� ber�kut Sal�nan Putusan 
Kom�s� dan atau d�umumkan melalu� 
webs�te KPPU. Sal�nan Putusan KPPU 
d�sampa�kan kepada Pemohon dan 
Termohon.Keberatan d�ajukan melalu� 

13 B�notoNadapdap, Op.cit, hlm.75.
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kepan�teraan Pengad�lan Neger� yang 
bersangkutan sesua� dengan prosedur 
pendaftaran perkara perdata dengan 
member�kan sal�nan keberatan kepada 
KPPU.

Apab�la keberatan terhadap 
putusan KPPU d�ajukan oleh leb�h dar� 
1 (satu) orang pelaku usaha dan mas�ng-
mas�ng pelaku usaha mempunya� 
kedudukan hukum yang berbeda 
maka untuk menentukan Pengad�lan 
Neger� mana yang berwenang untuk 
mengad�l� perkara keberatan terhadap 
putusan KPPU, seh�ngga hukum 
acara menentukan bahwa KPPU dapat 
mengajukan permohonan tertul�s 
kepada Mahkamah Agung untuk 
menunjuk salah satu pengad�lan neger� 
d�serta� usulan pengad�lan mana yang 
akan memer�ksa keberatan.

Dalam waktu 7 (tujuh) har� 
setelah mener�ma pember�tahuan 
dar� Mahkamah Agung, Pengad�lan 
Neger� yang t�dak d�tunjuk harus 
meng�r�mkan berkas perkara d�serta� 
s�sa b�aya perkara ke pengad�lan neger� 
yang d�tunjuk. Mengajukan keberatan 
terhadap putusan KPPU melalu� 
pengad�lan neger� tunduk pada asas 
hukum acara perdata yang menentukan 
bahwa berperkara d� pengad�lan 
neger� adalah d�kenakan b�aya.Segera 
setelah mener�ma keberatan, ketua 
pengad�lan neger� menunjuk Majel�s 
Hak�m yang sedapat mungk�n terd�r� 
dar� Hak�m-Hak�m yang mempunya� 
pengetahuan yang cukup d�b�dang 
hukum persa�ngan usaha.Pemer�ksaan 
perkara keberatan terhadap putusan 

KPPU d�lakukan oleh Majel�s Hak�m, 
jad� t�dak boleh hanya d�per�ksa oleh 
Hak�m Tunggal.

Semua perkara perdata yang 
d�ajukan ke pengad�lan t�ngkat pertama 
waj�b untuk leb�h dahulu d�selesa�kan 
melalu� perdama�an dengan bantuan 
med�ator sebaga�mana d�atur dalam 
Pasal 8 dan Pasal 9 Perma No. 1 Tahun 
2008. Keharusan untuk menempuh 
proses med�as� untuk set�ap perkara 
gugatan �n� t�dak berlaku terhadap 
perkara keberatan atas putusan 
KPPU. Pemer�ksaan atas putusan 
KPPU d�lakukan tanpa melalu� proses 
med�as�.

KPPU sebaga� kom�s� yang 
d�bentuk untuk mengawas� pelaku 
usaha dalam menjalankan keg�atan 
agar pelaku usaha t�dak melakukan 
praktek monopol� dan atau persa�ngan 
usaha t�dak sehat, maka t�dak pada 
tempatnya lag� d�ber�kan kepada 
terlapor atau pelaku usaha untuk 
menegos�as�kan apa yang sudah 
d�putuskan oleh KPPU karena hal �n� 
sama saja dengan memandulkan apa 
yang sudah d�putuskan oleh KPPU. 
M�chael Wheeler mengemukakan 
mengena� negos�as� bahwa “negotiation 
is a dynamic, interactive process. 
Measuring negotiation success is 
hard.”14

Pemer�ksaan keberatan oleh 
Pengad�lan Neger� berbentuk Putusan 
KPPU dan berkas perkara saja; akan 
berpotens� terjad�nya peny�mpangan 
14 M�chael Wheeler, 2013, The Act Of Negotiation, 

S�mon and Schuster Paperbacks, New York, p. 
257, 261.
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dengan t�dak adanya pemer�ksaan ulang 
sebaga�mana beracara d� Pengad�lan 
Neger� pada umumnya. Pemer�ksaan 
keberatan pelaku usaha dan t�dak 
ada lag� pemer�ksaan saks� dan saks� 
ahl� maka d� khawat�rkan terjad� 
peny�mpangan terhadap asas pent�ng 
dalam hukum acara perdata ya�tu 
asas yang mengharuskan pember�an 
kesempatan yang se�mbangan kepada 
para p�hak yang berperkara untuk 
membela d�r�.15

Salah satu contohnya ya�tu 
Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, 
kasus Tanker Pertam�na. Putusan PN 
Jakarta Pusat No.04/KPPU/2003/
PN.JKT.PST, tertanggal 25 Me� 2005 
memutuskan bahwa KPPU d�kalahkan 
dengan adanya bukt� – bukt� baru yang 
d�ajukan oleh Terlapor dan d�ter�ma oleh 
Pengad�lan Neger�. Pada t�ngkat kasas� 
dalam putusan No. 04/KPPU/2005 
Mahkamah Agung membatalkan 
Putusan Pengad�lan Neger�; yang 
salah satu pert�mbangan putusannya 
t�dak membenarkan Pengad�lan Neger� 
mener�ma bukt� – bukt� baru termasuk 
d� luar pemer�ksaan tambahan.16

Mencermat� putusan tersebut 
d� atas, lalu baga�mana bentuk 
perl�ndungan hukum terhadap terlapor 
apab�laterlapor t�dak mendapatkan 
hak atas persamaan perlakuan dalam 

15 Johny Ibrah�m, 2007, Hukum Persaingan 
Usaha: Filosofi Teori, dan Implikasinya di 
Indonesia, Bayu Med�a Publ�sh�ng, Malang, 
hlm. 279.

16 Mustafa Kamal Rokan, 2010, Hukum 
Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di 
Indonesia), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
hlm. 85.

beracara d� KPPU, kemanaterlapor 
dapat mengadu, adakah lembaga 
semacam praperad�lan  yang mengatur?. 
Kekosongan norma Perl�ndungan 
Hukum atas d� korbankannya hak 
persamaan perlakuan terlapor dalam 
beracara; dalam Perma No. 1 Tahun 
2003, Perma No. 3 Tahun 2005, 
beserta d� keluarkannya Peraturan 
KPPU No. 1 Tahun 2006 tentang 
Tata Cara Penanganan Perkara d� 
KPPU. Dar�  ketentuan beracara dalam 
berperkara d� KPPU t�dak satupun 
ada aturan yang mengatur mengena� 
bentuk perl�ndungan hukumnya; 
sepert� halnya adanya lembaga 
Prapredad�lansebaga�mana d� atur 
dalam KUHAP.

4. PENUTUP
4.1.  Simpulan 

Berdasarkan ura�an pembahasan 
tersebut, maka d� peroleh kes�mpulan 
sebaga� ber�kut: 
1. Kedudukan hukum putusan 

KPPU dalam hukum acara 
perad�lan adalah putusan 
KPPU sebaga� putusan quasi 
judicial d�mana putusan KPPU 
bukan putusan Pejabat quasi 
judiciald�mana putusan KPPU 
bukan putusan Pejabat Tata 
Usaha Negara dan juga bukan 
putusan perad�lan dengan hukum 
acara yang d� atur send�r� d� 
samp�ng K�tab Undang – Undang 
Hukum Acara Perdata.

2. Bentuk perl�ndungan hukum 
terhadap terlapor mas�h belum 

Vol. 5, No. 2 : 380 - 391



390

Magister Hukum Udayana
E-ISSN 2502-3101
P-ISSN 2302-528X

Jurnal

(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
•  Jul� 2016

http://ojs.unud.ac.�d/�ndex.php/jmhu

d�atur secara tegas sepert� 
adanya lembaga praperad�lan 
m�salnya, seh�ngga mengandung 
potens� bahwa p�hak terlapor 
dapat d�rug�kan karena ket�adaan 
aturan yang jelas mengena� 
bentuk perl�ndungan hukum 
atas d� korbankannya hak atas 
persamaan perlakuan para p�hak 
dalam beracara d� KPPU.

4.2.  Saran 
Adapun saran yang d� dapat 

dar� dalam penul�san jurnal �n� ya�tu 
sebaga� ber�kut :
1. D�perlukan adanya rev�s� 

terhadap UU No. 5 Tahun 
1999 mengena� proses beracara 
dalam pemer�ksaan perkara 
persa�ngan usaha agar dapat 
mengakomodas� kepent�ngan 
pelaku usaha sebaga� p�hak 
terlapor dalam hal member�kan 
perl�ndungan hukum yang ad�l 
bag� terlapor dalam penyelesa�an 
perkara persa�ngan usaha. 

2. D�perlukan adanya kesepahaman 
v�s�, m�s�, dan or�entas� antara 
KPPU dengan Pengad�lan 
Neger� agar terwujud �kl�m 
usaha yang sehat dan kompet�t�f 
dalam rangka penegakan UU 
No. 5 Tahun 1999. 
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